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ABSTRAKSI

Keindahan Pulzu Bali dup pariwisata yang dinamis seiring dengan
perkembangan jaman, menarik minat orang asing untuk memiliki properti baik
sebagal investasi alaupun tempat tinggal. Status Hak Pakai yang diberikan kepada
Warga Negara Asing (WNA) menjadi fenomena hukum yang tidak memberikan
kepastian atas kepemilikan tansh di Indonesia. Oleh karena itu “Mominee”
muncul sebagai siasat instan yang kemudian menjadi suatu kebiaszan yang wajar
dulam prakiek dunia Kenotariatan dan Pejabat Pembust Akta Tanah {PFAT) di
Bali agar WNA dapat memiliki tansh sccara absolte, yaitu dengan meminjam
nama Warga Nepgara Indonesia (WNI).

Penclitian tesis ini menggunaken pendekatan Perundang-undangan, yaitu
menelaah, memahami  hierarki, dan  asas-asas  dalam bernagal  peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan erat dengan isu hukum yang
dihadapi. Di samping ita penulis jugs menggonakan pendekatan Konseptual, yailu
mempelajari berbagai pandangan dan doktrin dalam itmu hokum schapal acuan
bagi penulis untuk membangun suaty argumentasi hukum dalam menyelesaikan
isu hukum yang dihadapi. Sutnber-sumber penelilian Jhwskum yang digunakan
adalah bahan hukum primer yang terdiri davi peraturan perandangan-undangan
yang berkaitan crat dengan isu hukum, dan bahan hukum sckunder yang terdin
dari buku-buku teks hukum, serta kamus-kamus hukuns.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian "Nominee " antara
WNI dengan WNA yang banyak terjadi di Bali merupakan fwbungan hokum
keperdataan Internasional. Pergaulan intermasional dan interaksi sosial dalam
kehidupan masyarakal dunia yang scmakin mengaburkan batas-batas teritorial
negara, mengakibatkan berteniunya sistem-sislem hukum dalam hubungan hukum
yang terjudi antara warga negara yang berasal dari dua alau Iebih negara.
Marsknya perjanjian “Neminee " antara WNI dengan WNA di Bali dikategortkan
sebagai upaya penyelundupan hukum, karena pada hakekatniya bertujuan antuk
mengalihkan hak atas tanah secara tidak fangsung dan terselubung kepada WNA.
Oleh karena itu perianjian ini batal demi hukum karena tidak terpenuhinys syarat
obyektif sahnya perjanjian yang dianut oleh Burgelifk Wetboek (BW), yaitu causa
yang dilarang karcna bertentangan dengan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang
Pokok Agraria Nomor 5 Tahuni960 {UUPA}.

Kenyataan ini membuktikan bahwa amanat Pasal 9, Pasal 21, dan Pasal 26
Avyat 2 UUPA telah disimpangi dalam praktek di masyarakat. Oleh karena itu
diperiukan solusi yang tepal agar dapat memperkecil tegadinya penyimpangan
terhadap undang-undang pertanahan, dan peran serta Notaris dan PPAT sebagai
peisbat umun yang ditunjuk olch pemerintal. Semoga tesis ini dapal menjadi
bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacanya, kKhususiya di
bidang iima Hukum Kenolariatan.

Kata kunci: Hak Alas Tanah, Petjanjian Nominee, Penyelundupan Hukum
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